BAB V
KESIMPULAN
A. Kesimpulan
Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas,
dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Pertimbangan hakim telah salah merumuskan pidana dari adanya
perjanjian utang — piutang dalam putusan Nomor. 185K/PID/2014
berdasarkan pasal 372 KUHP. Terdapat suatu hubungan hukum
dalam suatu unsur perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan
melawan hukum DR.Inneke secara formil dan materil, yakni
meskipun perbuatan tersebut tidak diatur / tidak dibuat perjanjian
pada awalnya, maka perbuatan tersebut merupakan peristiwva hukum
perdata, yaitu perjanjian tidak bernama, jaksa melakukan pembuktian
menggunakan alat bukti surat dan keterangan saksi, hal ini
merupakan cacat formil, yaitu cacat dalam pembuktiannya.

2. Unsur perjanjian utang piutang di putus penggelapan oleh hakim
kasasi berdasarkan pasal 372 KUHP merupakan permasalahan
materil, dimana unsur-unsur materil seperti niat dari Dr. Inneke untuk
menggelapkan harus terbukti, alat bukti giro penolakan SKP dan alat
bukti ketrerangan saksi saja menurut penulis tidaklah mencerminkan
niat Dr.inneke untuk melakukan penggelapan. Namun dalam putusan
kasasi Nomor. 185K/PID /2014 hakim menilai dari sudut pandang

niat yang diwujudkan dalam perbuatan penggelapannya. jika
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perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa
keadilan atau bertentangan dengan norma sosial yang ada, maka

perbuatan Dr.Inneke tersebut dapat dipidana.
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